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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 09 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 09 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

a. bahwa dalam rangka singkronisasi dan optimalisasi

Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Balangan yang proposicnal, efisien dan efektif dipandang perlu
untuk merubah Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Balangan;

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4263);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4588);

12, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);




14.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4826);

15.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan
Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan
Narkotika Kabupaten/Kota;

16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005
tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps
Pegawai Republik Indonesia;

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

18.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan
Sruktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan
Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;

19. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia
Provinsi dan Kabupaten/Kota;

20.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan;

21.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 44).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BALANGAN

Lad




Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44), diubah dan ditambah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah dan setelah angka 12 ditambah angka 12a dan
12b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

11. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut
Lakhar BNK adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Balangan.

12a. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah
KORPRI Kabupaten Balangan.

12b. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI Kabupaten Balangan.

2. Ketentuan Pasal 2 huruf b, ¢ dan f diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

b. Dinas Daerah :

Dinas Pendidikan:;
Dinas Kesehatan;
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
Dinas Pekerjaan Umum;
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan
Perikanan;
10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
11. Dinas Pertambangan dan Energi;

c. Lembaga Teknis Daerah :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

2. Inspektorat Kabupaten;

3. Badan Kepegawaian Daerah;

4. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan;

5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

Sa.Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana:

6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

7. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan:;

8. Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah;

8. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T);

10. Rumah Sakit Umum Daerah Balangan.

f. Perangkat Daerah lain yang dibentuk untuk melaksanakan amanat peraturan
perundang-undangan :

1. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten;
2. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.
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3. Ketentuan Pasal 3 ayat (9) diubah dan ditambah satu ayat, sehingga berbunyi
sebagai berikut :




(8) Pelaksana Harian BNK (LAKHAR BNK) adalah merupakan unsur penunjang
tugas BNK yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua
BNK, dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian (KALAKHAR) BNK.

(10) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah merupakan bagian
dari satuan kerja perangkat (SKPD) dipimpin oleh seorang Sekretaris, secara
teknis operasional bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI
Kabupaten dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 dan huruf ¢ angka 3 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terdiri dari :
a) Sub Bagian Pemerintahan Umum:
b) Sub Bagian Otonomi Daerah;
¢) Sub Bagian Pertanahan dan Tata Batas Wilayah.

3. Bagian Organisasi terdiri dari :

a) Sub Bagian Kelembagaan;
b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
c) Sub Bagian Analisis Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur.

. Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a, b dan ¢ diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
a. Bagian Umum terdiri dari :

1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

b. Bagian Rapat dan Risalah terdiri dari :

1. Sub Bagian Rapat dan Dokumentasi:
2. Sub Bagian Risalah dan Perpustakaan.

c. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari :
1. Sub Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;

. Bagan struklur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana terlampir dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf ¢ dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
c. Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :

1. Seksi Pembelajaran Pendidikan Dasar;
2. Seksi Kesiswaan dan Kelembagaan Pendidikan Dasar:
3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.

d. Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :

1. Seksi Pembelajaran Pendidikan Menengah;
2. Seksi Kesiswaan dan Kelembagaan Pendidikan Menengah;
3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.

. Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana terlampir dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.




10.Ketentuan BAB Il Bagian Ketiga Paragraf 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

11.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

(1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan
urusan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembantuan.

(2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugasnya
menyelenggarakan fungsi :

a.

T@ ™0

-

perumusan Kebijakan teknis di bidang sosial, ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian;

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

pembinaan teknis, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan rehabilitasi dan
pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

pembinaan teknis, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan
potensi kesejahteraan sosial;

pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian urusan ketenagakerjaan;
pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian urusan ketransmigrasian;
pemberian perijinan dan pelayanan umum;

pembinaan dan pengawasan pengelolaan unit pelaksana teknis; dan
pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan kesekretariatan.

(3) Susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

a,

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
3. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial terdiri dari :

1. Seksi Pelayanan dan Bantuan Korban Bencana, Tindak Kekerasan dan
Orang Terlantar,

2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial;

3. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial.

Bidang Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan Panti Sosial dan Organisasi Kesejahteraan Sosial;

2. Seksi Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Karang
Taruna;

3. Seksi Pemberdayaan Sosial.

Bidang Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;

2. Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja;

3. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Pengawasan
Ketenagakerjaan;

Bidang Transmigrasi terdiri dari :

1. Seksi Pendaftaran, Penyiapan Pemukiman dan Penempatan;

2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
Transmigrasi;

3. Seksi Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi;
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f.

g.

UPT; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

12.Sesudah Paragraf 3 Pasal 8 ditambah Paragraf 3 A, Pasal 8 A.

13. Paragraf 3 A berbunyi sebagai berikut :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

14. Ketentuan Pasal 8 A berbunyi sebagai berikut :

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan
urusan kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan.

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya
menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan, catatan sipil dan
pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
kependudukan dan catatan sipil;

pembinaan teknis, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan kependudukan;

d. pembinaan teknis, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pencatatan sipil:

e. pembinaan teknis, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan teknologi dan

g.
h.

sistem informasi administrasi kependudukan;

pemberian perijinan dan pelayanan umum;

pembinaan dan pengawasan pengelolaan unit pelaksana teknis; dan
pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan kesekretariatan.

(3) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari

a.

f.

g.

Sekretariat terdiri dari

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
3. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Administrasi Kependudukan terdiri dari :
1. Seksi Pendaftaran dan |dentifikasi Penduduk;
2. Seksi Pemutakhiran Data Kependudukan.

Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari :

1. Seksi Pencatatan Kelahiran, Kematian dan Adopsi Anak;

2. Seksi  Pencatatan  Perkawinan, Perceraian dan Perubahan
Kewarganegaraan.

Bidang Pengelolaan Teknologi dan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan terdiri dari :

1. Seksi Teknologi dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

2. Seksi Pengolahan Data dan Penyimpanan Dokumen Kependudukan:

UPT; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.




15.Ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf ¢ angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

c. Bidang Olahraga terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Olahraga Pelajar dan Masyarakat;
2. Seksi Pengembangan Prestasi;
3. Seksi Pengelolaan Fasilitas Olahraga.

18.Bagan struktur organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

17.Ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf b angka 1, 2 dan 3, huruf ¢ angka 1 dan 2, huruf d
angka 1 dan huruf e angka 2 dan 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

b. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :

1. Seksi Tanaman Pangan;

2. Seksi Sarana Prasarana dan Perlindungan Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura;

3. Seksi Tanaman Hortikultura,

c. Bidang Peternakan terdiri dari

1. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan;
2. Seksi Produksi dan Pembibitan Peternakan;
3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat VVeteriner.

d. Bidang Perikanan terdiri dari :

1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan:
2. Seksi Budidaya Perikanan;
3. Seksi Pengembangan Perikanan.

e. Bidang Usaha dan Pengolahan terdiri dari :

1. Seksi Promosi dan Pemasaran;
2. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan;
3. Seksi Perizinan, Pemberdayan dan Kelembagaan.

18.Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura,
Peternakan dan Perikanan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

19.Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b, ¢, d dan e diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

a. pembinaan teknis, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian rehabilitasi dan
tata guna hutan dan lahan;

b. pembinaan teknis, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan
dan perlindungan hutan;

c. pembinaan teknis, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian produksi dan
usaha perkebunan;

d. pembinaan teknis, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kelembagaan
dan penyebaran informasi;
20.Ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b, ¢, d dan e diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
b. Bidang Rehabilitasi dan Tataguna Hutan dan Lahan terdiri dari :

1. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah:
2. Seksi Perhutanan Sosial;
3. Seksi Tata guna Hutan dan Lahan.




c. Bidang Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan terdiri dari :

1. Seksi Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan;
2. Seksi Perlindungan Hutan;
3. Seksi Legalitas, Pengujian dan luran Hasil Hutan.

d. Bidang Produksi dan Usaha Perkebunan terdiri dari :

1. Seksi Bimbingan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
2. Seksi Produksi dan Aneka Usaha Tani;
3. Seksi Perlindungan Tanaman.

e. Bidang Kelembagaan dan Penyebaran Informasi terdiri dari :

1. Seksi Kelembagaan dan Sumberdaya,;

2. Seksi Promosi dan Penyebaran Informasi:

3. Seksi Kemitraan Usaha Perkebunan, Kehutanan, Pembiayaan dan Tenaga
Kerja.

21.Bagan struktur organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana terlampir
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

22 Ketentuan Pasal 19 ayat (3) huruf b angka 2 dan huruf ¢ angka 1 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :
2. Sub Bidang Disiplin, Kedudukan Hukum, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai.
1. Sub Bidang Formasi, Mutasi dan Promosi.

23.Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

24 Ketentuan BAB Il Bagian Keempat Paragraf 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

25.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas
menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan desa.

(2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam
melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan
pengendalian kelembagaan dan partisipasi masyarakat;

d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan
pengendalian usaha ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan
pengendalian pemerintahan desa dan kelurahan;

f. pengelolaan urusan kesekretariatan.

(3) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
terdiri dari :




e,

. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
3. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

1. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat;
2. Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat.

Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri dari :

1. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
2. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Desa terdiri dari :

1. Sub Bidang Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan;
2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

26.Sesudah Paragraf 5 Pasal 21 ditambah Paragraf 5 A, Pasal 21 A.

27.Paragraf 5 A berbunyi sebagai berikut :

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

28.Ketentuan Pasal 21 A berbunyi sebagai berikut :

(1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
berencana.

(2) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

a.

g.
h.

perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;

perumusan  kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan
pengendalian kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan;

perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan
pengendalian kegiatan di bidang perlindungan anak;

perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan
pengendalian pengembangan dan pengendalian di bidang keluarga
berencana;

perumusan  kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan
pengendalian kegiatan di bidang keluarga sejahtera.

pembinaan dan pengawasan pengelolaan unit pelaksana teknis; dan
pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan kesekretariatan.

(3) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana terdiri dari :
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f.

a.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Program dan Pelaporan:;
3. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender:
2. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

Bidang Perlindungan Anak terdiri dari :

1. Sub Bidang Perlindungan Anak;
2. Sub Bidang Kesejahteraan Anak.

Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :

1. Sub Bidang Bina Partisipasi dan Fasilitasi Keluarga Berencana:
2. Sub Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)..

Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengembangan Ketahanan Keluarga;
2. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

UPT; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

29. Ketentuan BAB Ill Bagian Keempat Paragraf 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

30. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas
menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa,
politik, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.

(2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam
melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

a,

perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan
masyarakat dan penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku:

fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan penanggulangan
bencana;

perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan
pengendalian kegiatan di bidang kesatuan bangsa;

. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan

pengendalian kegiatan di bidang politik dalam negeri;

perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan
pengendalian kegiatan pengembangan dan pengendalian organisasi
kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi profesi;

perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan
pengendalian kegiatan perlindungan masyarakat;

perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan
pengendalian kegiatan penanggulangan bencana;

pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan kesekretariatan.
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(3) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politk dan Perlindungan
Masyarakat terdiri dari :

a. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
3. Sub Bagian Keuangan.

b. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

1. Sub Bidang Kesatuan Bangsa;
2. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat.

¢. Bidang Politik dan Organisasi terdiri dari :

1. Sub Bidang Bina Lembaga Politik dan Pemberdayaan Politik Masyarakat;
2. Sub Bidang Bina Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan dan Profesi.

d. Bidang Penanggulangan Bencana terdiri dari :

1. Sub Bidang Pencegahan dan Tanggap Darurat;
2. Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

31.Ketentuan BAB Il Bagian Keempat Paragraf 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

32.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas
menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penyuluhan dan
ketahanan pangan.

(2) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan
tugasnya menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelaksana penyuluhan dan ketahanan
pangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan;

c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan
pengendalian kegiatan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana
penyuluhan;

d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan
pengendalian kegiatan di bidang penyelenggaraan penyuluhan;

e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan
pengendalian kegiatan ketersediaan dan distribusi pangan;

f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan
pengendalian kegiatan konsumsi dan keamanan pangan.

g. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan kesekretariatan.
(3) Susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terdiri
dari :
a. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
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f.

g.

2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
3. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Penyuluhan terdiri dari :

1. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan;
2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan.

Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan terdiri dari :

1. Sub Bidang Program Penyuluhan;
2. Sub Bidang Informasi Penyuluhan.

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri dari :

1. Sub Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
2. Sub Bidang Distribusi Pangan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :

1. Sub Bidang Konsumsi Pangan;
2. Sub Bidang Keamanan Pangan.

UPT, dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

33.Ketentuan BAB Il Bagian Keenam ditambah Paragraf 2, Pasal 29 A.

34.Paragraf 2 berbunyi sebagai berikut :
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

35.Ketentuan Pasal 29 A berbunyi sebagai berikut :

(1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas
melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Dewan
Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,
serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI Kabupaten.

(2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya
menyelenggarakan fungsi :

a.
b.

c.
d.

e.

f.

penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;

peﬁye_ienggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan
ronant;

penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum dan bantuan sosial;

pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI! Kabupaten;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua
Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten; dan

penyelenggaraan pengelolaan urusan kesekretariatan.

(3) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten terdiri dari

1.
2.
3.

Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

(4) Bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
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36. Ketentuan BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

37.Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Eselon pejabat struktural pada satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian kepala satuan kerja perangkat daerah,
pejabat struktural dan pejabat fungsional di bawahnya dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

38. Sesudah BAB VI ditambah BAB VI A, Pasal 33 A,

39.BAB VI A berbunyi sebagai berikut :
PEMBIAYAAN

40. Ketentuan Pasal 33 A berbunyi sebagai berikut :

(1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan satuan kerja perangkat daerah
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Balangan.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal Il

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

H. SEFEK EFFENDIE{

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 21 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
BALANGAN,

. M. RIDUAN DARLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2010 NOMOR 09

14




/310N3443 3438 \‘
J
\z<mz<._ vdng

i \ Sk VOONYL HYNNY SINSIBMSY ISYANINMNOO HYAYTIM
e H a0 | | wvasavonme | | vonvenaonad | uﬁwﬁmq:m 8 zﬁﬁwﬁzﬁﬂ | ﬁg | mﬂﬁhﬂw_ e L
z—.ﬁﬁg% NYIOVE 8NS NYIDVE 815 NVIDVE 8NS N¥iova ans NVIOVE 8IS NYIOVE 8NS NYIOVE 8NS
YN v MRV Met NYQ i
TN LN NYSQNVIEN ) TOMOLOMH VO LYNVHVASIN
VBT t skl = | SANA0H YNvEVS | = s
i SeEr YA’ NVIOVH BNS | NYENMBNHYE NYISVE BNG NYVAMI e - HYH3IVA INONDLO [
Eva ;
NVTOVE 8715 NV BI1S hviovaens NYIVE a11S z:sﬁ e
NVONYONI NVIONVSH3d ISYLISIANI NYO ONYELIT NYD ISYINED i VOVEHYIO
NYVOVBIETEN || | CONVONMMAd | Nva NVINONDY 3 NYNNONYEWSd | | NVONRIVANIA V) | NYO YON3d WANWN !
NYIOVE 8NS NYENLYH3d VHYSOVIYL [ YNVAYS w NYYNVINIHT TN HYHEVN NSICIONE ] NYHY.LNIHINId
NYISYE B8NS NYISYE BNS NYiova ans NYIOYE BNS NVIDVE 8ns NYIDVE B8NS NYiSvE 81s
[ [ [ [ _ [ i = N
WVTY YAYO H38NNS NV LYY ASYIVN WNWN
ISYSINVOHO NNYNH WNWN NVC NVINONONSY3d NYNNONVENSd TOMOLOY NG LYAAYH NYHYLNRINT
; ISYHLSININGY MYT SYINN i |
NVIOvVE NYIOVE NYIOVE ISYHLSININOY H IBvHISININOY SYHLSININGY
NvIDWE NYI9YE nNviove VT NvIOvE
NYNNENYENTd
WNAN ISYHLSININGY LYY NYWHILHYIFES DI
[THY 4¥1S NZLSISY NYG zsﬁosz_ummn_ NVO NYHY AN TG
NILSISY NILSISY ONNAYrHOd

HYHIVO LYIHYLIIEN3S

1

ILYdNE TINVM
0LOZ Jaquiesa(] |g - TVOONYL 1L¥ydng

0LOZ NNHVL 6 - HOWON NYONYTVE NILYdNEYY HYH3VA LYIEY LIHNIS
NYONYIVE NILYdNAYH HYHIVA NYYNLYY3d NYHIdNYT ISVYSINYOHO HNLIANYLS NVOVE




o

\w_n_zw..._u_m 3438 'H.

/
\N NVONYTYd I4vdng

0102 Jequiasaq |g -
0LOZ NNHVL 6
NYONYIVE NI LYdNEYY HYHIVO NYUNLYYE3 |

TVOONYL
HOWON
NYHIdINYT

NYAHONIIHId 3 VOONYL HYWNY
NYIOVE 8N
L —
JOMOLOY B SYIWNH NYWIYLSNdY3d B HYTVSIY
NYIVMYDIdIN B YHYSN VLVL
NYIOVE 8NS NYIOVE gnS NYIOVE 8NS
NYONYONN-ONYANNY3d ;
NYHNLYH3 ® WNYNH ISYLNINNMOA B LYdYy zézumw_qw_mmmmomm
NYIOvE EnS NVIOVE 8NS
LYVEYASYIN NYONNENH B WNXNH HYTYSIY NYQ LYy WAWN
NYIOVE NYIOVE NYIOVE
ONNAYMIOd
QHda LYI¥YLIYY3S

NVONYTYE NILYANEYH QMdq LYINYLIEAIS
ISYSINYOHO HNIMNYLS NVOVE




731aN3443 MR43S *I_\\

#
1dn
\ NYONYIVH |LvdNg
7 ;
NYENS NYLYBYF LIOTDI YAONY HYONINIW NYMIQIONId HYSYa NYMICIONI NYYEVLISIH NYIIAIONTd
ISM3S ISH3S ISM3S
HYONINIIN NYYIGIONSd YONH NV HVSVa NVIGIONGA TYIWHOANON NYYOVENTTIN
NYMIQIONIA3N YOVYNIL 8 NNNS NYYOVBINTTEN § NYYMSISIN NYVOVEINT 13N © NYYMSISIH B SNSUMI NYYNISNId F
ISY3S 1SX3S ISHAS hgmfw_w.v_‘_cmmﬁ_o_azmn_
_ HYONINIW NYHIQIONTd NSV NYICIONd
dYSYQ NYYITIONd NV IIENId
NYIQIONIAZA YOYNAL B NND ISY3S zédmﬂwmmz& INID swﬂmqu_m_azmm -
ISH3S 3
[
NYAIQIONId3A HYONININ dvsya TYWHOANI NYQ
YOYNIL ? NAEND NYMIQIONSd NYXIQIGNId TYWHOINON NYMIQIONId
ONVQIg ONvaIg ONvaig ONvaIg
NYONVININ NYMOAYT3d § WVHDOYd NYIYMYO33 3 NN
NVIDVE 8BNS NVIOVE 8NS5 NVIOVE 8NS ONNAYMHIOd
LYY I3EM3S
[
NYAITIONId SYNIO
0L0E 1aquiasag Lg - TVOONYL
0LOZ NNHYL 6 - dJOWON NYONYIVE NILVYANEYX NYMITIONId SYNIA

NYONYIVE NILYdNEYH HYH3VA NYNNLYY3Id NYHIdWY ISVSINYOHO HNLANYLS NYOVE




\m_n_zmnEm_ 4438 'H *

7 1dn
\z<023 g |Lvdng %
VISOS NYWHILHYIISIN
NYYIHINYOYNI LT HYTYSYIN ONVANYANIJ =
_2& ENL NYSYMYONId 3 NYYAYON3ENId B NYYNIBWEd
NYHYONIE3d ISYLIISY VR LYNVAS “IRISNONI TVISOS NYVAVOY3ENId | e
ISH3S NYONNENH NVYNIEWId ISH3S
ISER
VNNYYL ONVEV SOSSIN HYIYSYIN ONYANYANI
1Swvd L —
i ..mﬁw_uazé - Pp—— o iccan aoeai || _mﬁ:_quwmﬁmz«zﬁﬁm.u
NYONVENIONIA 3 NYYNIBWSd NYLVAWANId B NYSVTHEd YOVYNIL NYYNIGWId
ISHIS ISH3S ISM3S
HVINYTHIL
YIS VOYNTL ONVHO ? NYSYHININ
NY.LYAPENSd % NYWDINVEd SYLIHIINAON SOSSIN ISYSINVONO B | | WYONIL 'YNYON3E NYaNOY |
NVEVIANSd ‘NYSV.LIYANId 8 NYHLLY 13d ISOS 1LNVd NYVNIBINId NVNLNYE ® NYNYAY 13
e 1SS ISH3S ISH3S
[ [ _ _
WISOS NYYHILHYFISIN SOSSIN HY TYSYIN ONVANYANI
ISYHOINSNVML YIa) YOYNSL ISN3LOD NYVAYAYIENId NYYAYON3ENTd 3 ISYLITIEYHIY
ONVOIS ONYQIE ONVaIE ONVQIE
_ _ _ _
NYEINYNIA NYHOJAYTEd 8 WYNOOMH NYIYMYSSIEN T AN
NYIOVE 8BNS NYIOvE ans NYIOvE B8NS
ONNAYIMHOd
|
LVIMYLTNNTS
-
ISYHOINSNYHL
NV Yra3y YOYNIL
0L0Z JBquesaq 1Z:  IYOONYL “WISOS SYNIQ NYONYTVE NI 1YdNEvH
0L0Z NNHY.LB : HOWON ISYHOINSNYYL NYQ VrHIY YOVNIL “WISOS SYNIC
NYONYIVE NILVANAYY HYHIVA NYHENLYSID ©  NYHIdAY

ISYSINVOHO HNLANYLS NYOVE




\m__mzm_mn_m 43S 'H %

»

/

Ldn
\ NYONY TV n_:mw\
NYANGNANI3L3N NYYHYOINVORHYMIH
NIWNHOT NYNYAWIANID NYHYEN3d B NYIVEIOHad NYXNANANI3H
9 V1Va NYHYI0ONI3d 'NYNIMVHMTA NYLYLYINId VLY NYHIHAYLONTd
ISM3S ISH3S ISHIS
NYINANANIS3N
ISYHLSININGY ISYINHO NI MYNY 1SAOAY B NYILYW3IN ANANANT ISYMI4ILNIAI
IDOTONYL B WILSIS ‘NYHIHYTIN NVLY LYONId 2 NYHVL4YANId
ISY3S ISH3S ISH3S
[ [
~ NYANANQNIAN NYANANANI 3N
NV N MRS s Ul WL LY ONGH ISYALSININGY
INvaIE ONYaI8 ONvaIg
L |
NYONYIEN NYHOLYT3d 2 WYHO0Ed NYTYMYDI43N-3 WD
NYISOVE 8ns NYIOVE BNS NVISVE 8NS
ONNAYHOd
1MV LadYEs
| (-
TdIS NYLYLYONId Nvad
. NYMNANAN3daX SYNIQ
0LOZ 48quasaq Lg . TVOONY.L

NYONVYTVE NILVdNaYA
IS NYLYIVONId NYQ NYYNANAN3d3y SYNIO
ISVYSINVOEHO HNIMNYLS NYOVE

DLOZ NNHYL G - HOWON
NVONYTVE NI LVYdNEYA HYHIVA NVHNLYH3Id - NYHIdNYT




\.m_DZm_n_n_m 3438

7 1dn
NYONYIVH |Livdng
Hvy3vd vavana Y1VYSIM %3A80 VOV HY10
NYQ NI MYT39 NYHINYL B NYMYSYNId NYYANW3d3y vOvana
SYLITISYH NYYI0139N3d
ISH3s ISH3S SIS ISHIS
YLVSIM H3A80 NYYaN3d3s
HYHIY0 YAYANE IVTIN NYIMY1S3 T34 ;
2 YAYQNE HVOV) ‘HYHY30 NYINV1STT3d B ¥SYP ISYLSTHd NYONYANIONId SYLIAILYNAOYd
1SH3S ISM3S ISY3s ISY3S
HvH3va INTIS VAVSIMINYS ISNILOd LIVAVHYASYIN B Y'Y 13d Yan3d g ¥ryinad
NVRYL-STT3d B LV)IVE YNIE NYONYEWIONI 7 NYYNIBWSd YOV HYT0 NYONYENIONI WYNY NYONVEWIONId
ISHIS ISH3S ISY3S ISH3S
NYIN3S3N
NYQ NYYAYONE3H YLYSIMIMYd YOVH HY10 Yan3d
ONYalg ONYaIg ONYaIg ONYQIg
NYEINVITH NVHOY13d T WyHDOHd NYIYMYOZdIN § WD
NYISYE 8BNS NYIOVE 808 NYIDVE ans
_ _ ONNAYIMHOd
LYINYI3NN3S
|
NYYAYONG3N
NV YLVSIMINYd
. VOYHHYIO 'YaNW3d SYNID
010z Jequesaq |Z TWOONY.L NYONYIVE NILY4NEYH

0LOZ NNHV.L 6 - HOWON

NVYVAYANE3IX NYJ YLYSIMIHY 'VYOVY HYT0 'Yanwad SYNIO
NVONYTVE NILYdNEYX HYH3IYQ NvHNLYY3d - NYYIdNY

ISYSINVOHO HNIMNYELS NYOVYE




31aN3443

43S 'H
o
1dn
NYONYIVAE 1LYdN
e LIAYWS3N
NYYAY Jed ‘NYNIZIH3d NYNYHIMTd NYONYEINIONTY NYC NYMSIN YHNLINYILEOH NYWYNY.L
ISYH3S |
RS S NES
NYHYIOON3d 3 NYMYNNE 1T VHNLIALLEOH 3 NYONYD NYINYNYL
ISHIS ISH3S ISH3S 15338
. NYNYMIMSd NYAYNEE L34 NVONYBINZONS
NYHYSYINTd 2 ISOWOYd VNVAYSYNd B YNVHYS 2 NVHYEIANId NYSONYd NYIWYNYL
ISH3S IS¥3S I1S%38 ISYIS
VAMLINYILHOH
NYHYTIOONIA 8 YHYSN NYNYHIEId NYMYNMNTL3d 7 NVONV NYINYNYL NVINY L3
ONYQI8 ONVaI8 ONYQIg ONvaIg
NYONYNIH NYMODYT3d § WYHSOR NYIYMYO3439 7 NN
NYIDVE 818 NY19va ans NYIDVE B8NS
SNMAYHMOd
1VIMYL3YM3S
[
NYNYHIHT § NYHYNEALSd
WHALINMLLYEOH
¥ NVONYd NYINYNYL
0L0ZJOqWasag 1Z ©  YOONVL b ol Lo NVONYIVE NILYANEWY NYNYMINT NYQ NYOYNSTLTd
0L0Z NNHYL6 HOWON VHNLINAILLYOH NYO NYONYd NYIWYNYL NYINY LS8T3d SYNIA
NVYONVIVE NILVANEY HYHIVA NYSENLYNEId © NYMIdNYT

ISVSINVDYHO HNIXNYLS NVOVE




\m__QZm_nEm_ 43S 'H

<
1dn
\z«ozi Iivdng
NYYNYL
vruz YeufGaL NYONNONIT3d NVANH TISVH Nvain) N R LT
NYQ NYYAVIENSd NYNVLNHIY ISH3S % NYIFNONId 'SYLITvO31 YNNS VLY.L
'NYNNBMHT YHYSN NYWRLLINGA ISY3S
(=S ISH3S
s H NYONNANIT3d
ISVNHOANI VY 2 S g TWISOS NYNVANHYEd

NYHYEIANId B ISONON IS¥#3S 1S¥3s

IS¥38 TUSVH NyHYSYWad

? NYHY109N3d NYLOH NSYH NYHYI0ON3d HYNY.L ISYAYZSNOY B
YAYQ HIGNNS B NYYOVEWITIMN VHYSN NVONIGWIE 2 NYLYYANYNSd NYHYISYLITIBYHIY
ISH3S ISH3S [SES ISH3S
[ _ [
ISYWHOANI NYHYEIANId NYNNE3Id NVLOH NYONNONITS3d NVHY1 S NYLAH
3 NYVOVENT TN WHYSN 3 1SHNC0Yd B NYLYYANYNId YNNO YLVL 3 ISYLNIBYHIN
ONVQIg ONVaIE ONVaIE ONVaIg
NYSNYNIA NYHOJY13d ¥ WYHOO0H NVIVAMYD3d2 2 NOINN
N¥IOYHE 8NS NVIEVE BNS NYISYE 8NS
ONNAYIIOd
LVIHVLIUNIS
|
NYNNEIHM3d
8 NYNYLNHIN SYNIO
0L0Z J2quiesaq 1z ©  TYOONVL NYONYTYE NILYANEYH
OLOZ NNHVLG - "HOWON NVYNNE3IXHU3d NYA NYNY.LAH3M SYNIA
NYONYTVE NILVANEYN HYHIVA NYHNLYH3d : NYHIdNYT

ISYSINVOHO ¥NLNMELS NYOVE




\m_ﬂzmn_n_m_ 343S I\é

\zézﬁ ILVdNg \w

| MYO3d NNISN3
WNOrSENN IVMYO3d NYYRALHYT SN Rbphirri it
NYQ SINYAL Ly THIa NYQ Y31V NYONVENIONId ‘WANNH NYNNANaIy 'NOdISia
ONVAIg 8Ns ONYQI8 8NS OnNYdig 8ns
. IVMY93d
HNLYEYdY HVMYTE8 Hd NV ISYL ¥04
R S A g (Ot NV ISV 15V ISVIWNOANI NYQ NYYLYONd
ONvQIa NS ONVQIg NS ONvaIE 8N
_ [ [
VMY NYONYENIONId NYIVMYO3d3N
NYHILYTVT3d NvQ NYJIQION3d NYQ NYVaYONad ISYALSININGY
ONYaIg ONYaIg ONVaI
NYDNTEH NVHOdYT3d 2 NVHOOHd NYIYMYDITA T IWNIAN
NVIOVE BNS NYIOVE 8NS5 NYIOVE 8BNS
ONMAVINOd
LVINYLINNES
_
HYNIYA NYIVMYO I
NVvE
0107 Jaquisaq 1Z:  TVOONVL NVONYIVE N2 LYANEYH
OLOZNNHYL6:  MOWON HYX3YA NYIVMYOIdax NYaYE
NVONYTVE NILYANGYH HYAEYA NVHNIYETd ©  NYHIdINYT ISVSINVONO HNLINYLS NYOVE




01

\m_n_zmu_n_m_ 3438 I\~

\Z(.Oz.qn_ IAvdng \{

NYHYST YNND L¥d3L I90TONNEL NN
¥ Y530 NYHYANININE TVIY VAVO H3BANS ISVeISLLEY NYLYHONINSd
SYLISYAYY NYLYMONINId NYLYYANYIId .
ONYAIE 8ns SNVAIE B8NS ONVaIg ans
NYHYENTEH 8 ¥S30
NYNNONVEWId LVIVHYASYI INONOY LYHVEYASYIN ISYSINYONO
NYYNYONINI ISYLITISYS YHYSN NYYAYCHIENAd  YOVEINIT NYYAVONIENTd
ONYAIg 8ns ONvYalg gans ONYQIg 8NS
: . LYAYHYASYIN
YS3d NYNNONYENId 1IAYHYASYIN INONOYE YHYSN
NVO NYHYLINMINId NYONYENIONTd NVVAVO3EaNTd
ONYaIE ONValg ONValg
_ |
NYENYEM NYHOAVT3d 8 WWHSOM NYIVAMYEETH 3 NN
NYISYE ans NVIOVE BNS NYIOWS 8ns
ONN4YIIOd
_
LYINY1NH3S
I
¥S30 NYHVLNINZWSd NYa
LYVHVASYI NYYAYQNIBNTd
0L0ZJequesag |Z ¢ TYOONVL Nvava NYONYTVE NILYLNEYH
0L0Z NNHY.L 6 : MOWON VS0 NYHYININIWTd NYQ LYHVEVASYIN NYVYAYANIENId NVave
NYONYIYE NILVANEYY HYNIVA NYENLYETd ©  NYHIdAY] ISYSINYOMO HNLINYLS NYOVE




#31GN3443 ¥343S ‘H

/S
\z,q@zﬁ vdng

1dn
VONVNTEN INONONE @) iswinaae NV NYNGINZ3d NYONNON T3 B
NYYAYONIEWId ISYINHOANI ‘ISYINNINOX iy SLAVFSA dNGIH SYLMYNH NYLYHONINGD

ONYQIE 8NS ONVaIa ans ONvVaIg ans ONvaIg ans

VOUYITTEN NYNYHY.LIN e m—— ¥3aN39
NYONYENIONI ISYLNISY B ISYdISILEYd YNIB HYNY NYONNONIT3d NYYIWYLNSNYYONIA
ONYQIg 8ns ONVAIF 8NS aNvaIg ans ONYalg 8ns
_ _ _
YHILHYTIS YOuYN 1M YNVONIH3E YOYNIIN AYNY NYONNONITHIL NYNdW3H3d NYYAYOMIaN3d
ONYQIg ONVaIg ONvYaIg ONVaIg
NYONYTEN NYHOdY13d '8 WYESON NYTYMYO 3430 7 NN
NVIOVE 8NS NYISYE NS N¥ISVE 8N
ONNAYIHOd
LYY IMAS
|
YNYONIYIE YOouvYNT3M
NYQ MYNY NYONNONTHIA
'NYNdWANIS NYYAYOHIBN I
0L0Z Jequasag LZ | IVOONY L NYQOv8 NVYONYTVE NILYJNEYY YNYINIHIE VOMYNTIN NV
0102 NNHYL 6 - HOWON AVNY NYONNANITHEId ‘NYNdWINId NYYAYaHIGNId Nvavd
NYONYIYE NI LVdNEYY HYH3Ya NYHNLYH3d NYHIdNYT

ISVSINVOHO HNIMNYLS NYOVE




\m.ezwmum 43S T;

\ﬂ_ézﬁ,q m\<

m “ . ISTHOHA B NYVYOVIN
SN NEN NY LY MVHYASYIASN LYNYHYASYIN
9 ISYLNIBYHIY ISYSINVONO YNIE NYONNANITS3d
ONYAI8 §NS ONVQI8 8ns ONVaIg 8nS
. LIVEVASYI
LVHNYYA dYOONYL MILMOd NYYAVOH3IBNId
% NVHYOIONId 9 ILLIT0d YOVEINTT YNIg VSONVE NVNLYSN
ONYQIg 8NS ONVaIE 8NS ONvaIE 8nS
YNVONZE LYAYHYASYIN NYONNONITHId
NYONYINOONYNId ISYSINYOHO 7 L0 2 YSONYE NYNLYSIN
ONvalg ONVaIg ONVaIg
_ _
NYONYNEN NYHOdYT3d  WYHSOMd NYIVMYEDIdIH § WNWN
NYIOYE ans NVISVE BNS NYISVE 8NS
ONM4YMAHOd
|
LYINYLINNAS
I
LYHVHYASYIN
NVONNONITEd Nva MILI0d

0L0Z loqasaq |z @  TYDONVL Sw:ﬁwﬁp L NYONYTVE NILYINEWH
0L0Z NNHY.L 6 : HOWON LYYMVHYASYIN NYONNANITNId NV MILITOd 'YSONYE NYALYSYY NYaYs
NZONYIVE NILYANEYY HYNIVO NYHNLYNTd | NYNIdWY] ISYSINVONO NNLMNYLS NYOVE




£l
\m_ozwmu_m 343S 'H

o
\z{@zﬁi dng Ldn
NVHNTNANSd
NYONYA NYNYINYI NYONYd ISNSINLSIA NYHIINANSd ISYWHO-NI VNVEVEYYA B YNVEYS
ONVQIg ans ONYQI8 8ns ONYQIg 8ns ONYQIg 8Ns
TNANZd
NYONYd ISWNSNOM NYONYd NYNVMYAI NYHN
B NVYIOISHILIN NVHITINANId WYHO0d NYYOYENITIN
ONvaIg 8nS ONYaIg ans ONYQIg 8nS ONvaIa 8ns
[ _ _
NYONYd NVONYd ISNELSIa NVHINANId NYHNTNANSd YNYHYSYd
NYNVINYEN B ISNSNOM B NYVIQISHILIN NVVHYOONITIANIA YNYHYS B NYYOYENT TN
ONYVaIg ONYOIg ONVaIg ONVaIg
NVONYNIM NYHOdY 1 3d ¥ WYHOOHA NYIYMYE S ® NN
NYIEYE 808 NYISYE BNS NVIEYE 8BNS
ONNAVINOd
LYNYIINNES
-
NYONVA NYNVHY LI Y
NYHNTNANId YNYSHYT3d
010z 0qWasa 1z TVOONYL NYaYE NVONYTVE NILYANEavH
0LOZ NNHVYL 6 - HOWON NVONYd NYNVHYLIN NYO NYHATNANTd YNYSHYI3d NYavE
NZONYIVE NILVANEYY HYHIVA NYMALYEEd . NYSIdWY

ISYSINVOHO HNIMNYLS NvOVE




bl
#310N3443 ha43s w

S
\z,qwzﬂ vdng

TVISOS NVad WNXNH
NVNLINYE ‘YHYSN
NYIOVE gns

INVHOY
NYQ TYINIW 'YAVANE
IN3S 'VOVH HYO
NYIOVE gns

VINVSYIE3X Nva WNIAIN
NVIOVE ans

010z Jaquiesaq |z -
0L0Z NNHY.L 6 :
NYONYIVE NILYANEYY HYHIVA NYHN LYY -

TVYOONVL
HOWON
NYHIdNY

NVONVTVE NI LVdNEY
1HdHOM SNHNONId
NYMIA LVIYVYLIINNIS

NVONYIYE NILVANEYH [HdMON SNHUNONId NYMIA LYy IH®3S
ISVSINYOHO HNIXNNALS NYOVE




